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MOTTO
Tidak cukup sekedar mengetahui, kita harus menerapkannya.
Tidak cukup sekedar menginginkan, kita harus melaksanakannya.

(Goethe, intisari no 304, Edisi November 1988:132)
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RINGKASAN

Pembangunan terutama di bidang Ekonomi diharapkan tidak
hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, tetapi harus ada
unsur pemerataan agar terciptanya peningkatan pemberdayaan
ekonomi rakyat. Pemerataan pembangunan ini memerlukan upaya
turut serta dari komponen-komponen masyarakat, demikian juga
dengan PT. Nusantara Unggasjaya sebagail perusahaan yang
bergerak di bidang peternakan, turut serta dengan cara menjalin
kemitraan dengan Peternak Ayam Pedaging. Jalinan kemitraan
tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani
oleh kedua pihak yaitu PT. Nusantara Unggasjaya dengan
Peternak.

Pihak penyusun tertarik untuk mengetengahkan dalam
skripsi ini mengenai perjanjian kerjasama tersebut dengan
mengambil permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan dari
perjanjian tersebut, apa saja hambatan-hambatan dalam
melaksanakan perjanjian tersebut dan bagaimana cara
penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Penyusun menggunakan
metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan Yuridis Normatif yang
sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dan sumber
data sekunder. Adapun untuk mengumpulkan data-data yang
diperlukan untuk menyusun skripsi ini penyusun menggunakan
dua cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara langsung
dengan pihak-pihak terkait.

PT. Nusantara Unggasjaya didalam perjanjian tersebut,
menyediakan bibit ayam, pakan ayam , Obat-obatan sesuai

dengan kebutuhan, dan atau peralatan, sedangkan pihak peternak

Xiil
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menyediakan lahan beserta kandang dan tenaga kerja yang
dibutuhkan demi kelancaran dari pemeliharaan ayam pedaging
tersebut. Ayam tersebut dipelihara oleh peternak sampai
waktunya untuk dipanen. Pemanenan dilakukan oleh pihak
Perusahaan untuk pembayaran dari sarana produksi yang
disediakan, seluruh ayam akan dibeli oleh perusahaan dengan
harga sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Perhitungan
Garansi PIR-Perunggasan, dan dipotong dengan harga sarana
produksi tersebut. Kerjasama ini berlanjut dengan disediakannya
sarana produksi kembali pada periode berikutnya.

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian yang terjadi sampai saat
ini, penyusun memberi saran, agar dapat terlaksana dengan baik
perjanjan tersebut, maka sebaiknya perjanjian kerjasama tersebut
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang ada dalam
perjanjian tersebut, pihak perusahaan sebaiknya memperhatikan
dari kwalitas bibit yang disediakan dan menindak dengan tegas

peternak yang wanprestasi.

X1V
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan merupakan upaya menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pembangunan ini
terutama di bidang ekonomi diharapkan tidak hanya dapat
dinikmati oleh segelintir orang saja, maka diperlukan suatu
unsur pemerataan yaitu mengusahakan pembagian hasil-hasil
pembangunan secara merata diantara seluruh masyarakat,
sehingga dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat tanpa
terbedakan oleh latar belakang sosialnya.

Pemerataan hasil pembangunan perlu diwujudkan secara
nyata, yang mengarah pada terciptanya  peningkatan
pemberdayaan ekonomi rakyat, yang meliputi seluruh sendi-sendi
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan
tujuan Nasional yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil
dan makmur, serta secara global berfungsi untuk meningkatkan
kekuatan dan kemantapan perekonomian Nasional. Tidak dapat
dipungkiri lagi, perekonomian rakyat sangat berpengaruh pada
stabilitas Nasional. Masyarakat akan menjadi gelisah dan terjadi
banyak gejolak-gejolak yang disebabkan suatu rasa ketidakadilan
yang mereka rasakan karena terdapat kesenjangan sosial yang
teramat tajam diantara masyarakat. Gejolak-gejolak tersebut
menyebabkan rasa ketidakamanan dan ketidak percayaan
terhadap keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi di negara
ini, sehingga bagi investor-investor yang berkemampuan untuk
menanamkan investasinya merasa kurang aman menanamkan

modalnya, maka hal ini berpengaruh terhadap perekonomian

Nasional secara keseluruhan.
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Menurut arah kebijakan yang tercantum dalam Garis-Garis
Besar Haluan Negara TAP MPR No IV/MPR/ 1999 Sektor Ekonomi
angka 5:

Pembangunan sektor ekonomi dengan mengembangkan

perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan

teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif
berdasarkan keunggulan komperatif sebagai Negara Maritim

dan Agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di

setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas,

kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata,serta
industri kecildan kerajinan rakyat.
Untuk sektor pertanian dalam arti luas yang dimaksud disini
menyangkut pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan
dan perkebunan. Peningkatan sektor Pertanian ini dengan tujuan
supaya lebih mampu meningkatkan hasil bahan kebutuhan
pangan yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, untuk
sektor peternakan tujuan Kkhususnya untuk mencukupi
kebutuhan rakyat akan protein hewani dan lain-lain bahan yang
berasal dari ternak yang bermutu tinggi, mewujudkan
terbentuknya dan perkembangan industri dan perdagangan
bahan-bahan yang berasal dari ternak, mempertinggi penghasilan
dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani peternak.
Dalam Pemerataan Pembangunan ini diperlukan upaya
keturut sertaan dari komponen-komponen yang ada di
masyarakat, demikian juga dengan  PT. Nusantara Unggasjaya
sebagai divisi dari perusahaan yang bergerak di bidang
peternakan, turut serta di dalam pemerataan Pembangunan
Ekonomi dengan cara menjalin kemitraan dengan para Peternak
ayam ras pedaging dalam hal ini peternakan rakyat yang
membutuhkan sarana-sarana produksi di dalam beternak dan
memasarkan hasil produksi ayam pedaging tersebut. I,

Nusantara Unggasjaya menyediakan sarana-sarana yang
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diperlukan oleh peternak ayam ras pedaging yaitu bibit ayam,
pakan ayam sesuai dengan kebutuhan, obat-obatan yang
dibutuhkan dan dapat juga peralatan, sedangkan peternak
memelihara ayam tersebut dengan baik, setelah waktunya untuk
panen maka perusahaan memanen ayam tersebut dan
memasarkannya.

Jalinan kemitraan antara PT. Nusantara Unggasjaya
dengan Peternak tersebut dijabarkan didalam Perjanjian tertulis
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maka penyusun
mengetengahkan perihal perjanjian Peternak ini dengan judul
Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerjasama antara PT.

Nusantara Unggasjaya dengan peternak Ayam Pedaging di
Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah
Berpedoman pada latar belakang permasalahan diatas,
maka saya ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.
Nusantara Unggasjaya dengan Peternak ayam pedaging?
2. apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut?
3. bagaimana cara penyelesaian yang dapat ditempuh dalam

menghadapi mitra yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan
Agar penulisan Skripsi ini mendapat sasaran yang tepat,
maka saya menerapkan tujuan dari penulisan skripsi dalam

tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.
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1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini
adalah:
1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar
kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai penerapan Ilmu Pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu
Hukum dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan
skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara
PT. Nusantara Unggasjaya dengan Peternak ayam pedaging.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang dapat ditempuh

dalam menghadapi mitra yang wanpre stasi.

1.4 Metodologi

Adapun Metodologi penulisan yang digunakan dalam skripsi
ini diperoleh melalui:
1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan '
Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menggunakan
sumber data primer, maksudnya adalah untuk mengetahui
penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat
khususnya masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan (Soemitro,1990:10).
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1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

diperoleh melalui:

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh melalui
keterangan-keterangan  yang berkaitan dengan  pokok
permasalahan yang akan dibahas, yang berasal dari pihak-
pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak PT. Nusantara
Unggasjaya dan pihak Peternak ayam di kabupaten Jember.

2. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari
berbagai sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan
yaitu melalui buku-buku dan peraturan yang ada yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
(Soemitro,1990:1 1).
Data sekunder dalam skripsi ini diperoleh melalui studi
literatur, hasil penelitian di lapangan yang berbentuk laporan,
dokumen-dokumen (arsip), peraturan perundang-undangan
dan lain-lain yang relevan dan menunjang‘dalam penulisan
skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-
teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang
berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan
tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah
para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas.
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2. Wawancara
Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan pihak
PT. Nusantara Unggasjaya yang terwakili oleh Bapak Abdul
Makin, dan pihak Peternak ayam pedaging di kabupaten

Jember.

1.4.4 Analisa Data

Didalam penulisan skripsi ini, analisis data yang dipakai
adalah metode analisis secara kualitatif yaitu cara penulisan yang
menghasilkan data deskriptif (Soekanto, 1991:32). Pada dasarnya
segala informasi dan data yang diperoleh diterapkan menurut
landasan hukum yang berlaku, juga didasarkan teori hukum yang

ada, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT.Charoen Pokphand Indonesia merupakan suatu
perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, dengan beberapa
devisinya yang memproduksi antara lain makanan ternak, obat-
obatan, peralatan untuk ternak dan menetaskan bibit ayam ras
pedaging, sebagai perusahaan peternakan maka PT. Charoen
Pokphand Indonesia memandang perlu untuk membentuk devisi
khusus yang langsung menangani tentang jalinan kemitraan
dengan peternakan rakyat yang ada di sekitarnya, dalam hal ini
peternakan ayam ras pedaging.

Devisi khusus tersebut adalah PT. Nusantara Unggasjaya
yang didirikan pada tahun 1985 di Surabaya, dan membuka
cabangnya di Jember pada tahun 1998. PT. Nusantara Unggasjaya
yang pada berikutnya disebut perusahaan saja, menjalin
kemitraan dengan bentuk kerjasama antara PT. Nusantara
Unggasjaya dengan peternak ayam ras pedaging dalam bidang
perdagangan, sarana produksi, pemeliharaan dan pemasaran
ayam pedaging. Jalinan kerjasama tersebut dituangkan didalam
perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
yaitu pihak perusahaan dengan mitranya yaitu peternak ayam ras
pedaging. Didalam perjanjian tertulis tersebut diatur mengenai
tatacara didalam kerjasama, hak-hak dan kewajiban para pihak
sehingga diharapkan para pihak mengetahui dan mentaati
kesepakatan yang telah mereka tandatangani.

Jalinan kerjasama tersebut didasarkan pada penyediaan
sarana untuk produksi ayam ras pedaging, dalam hal ini

perusahaan menyediakan bibit ayam, makanan, obat-obatan, dan

7
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atau peralatan, sedangkan peternak ayam memelihara ayam
sampai saat yang telah ditentukan untuk dipanen,dengan
menyediakan lahan dan kandang serta tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk dapat terselenggaranya pemeliharaan ayam
yang baik sehingga hasil produksinya memuaskan. Setelah cukup
umur untuk dipanen maka pihak perusahaan akan mengambil
hasil produksi ayam ras pedaging tersebut yang masih hidup
untuk dipasarkan (dijual), sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama.

Kerjasama antara perusahaan dengan peternakan rakyat
tersebut dilakukan dibeberapa daerah, dengan berdirinya cabang
PT.Nusantara Unggasjaya di kabupaten Jember pada tahun 1998
maka peternak-peternak ayam ras pedaging yang ada di wilayah
kabupaten Jember dapat juga menjalin kerjasama dengan
perusahaan tersebut, seperti halnya dengan peternak-peternak
ayam ras pedaging yang ada di didaerah lain, yang menjalin
kerjasama dengan perusahaan tersebut, dengan tatacara, hak dan
kewajiban seperti yang tertuang di dalam perjanjian yang mereka
sepakati bersama dengan baik dan benar. Seorang Peternak yang
berada di daerah Sukowono Jember menjalin kerjasama dengan
Perusahaan dengan menandatangani perjanjian tertulis yang ada
seperti halnya peternak-peternak yang lainnya, tetapi setelah
kerjasama tersebut berlangsung ternyata Peternak tersebut

mengalami kerugian dengan terjadinya tingkat kematian yang
tinggi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipakai sebagai Landasan Yuridis dalam
penulisan skripsi ini adalah:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
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*» pasal 1313

*» pasal 1320

*« pasal 1338

2. Undang-Undang no. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 22 tahun 1990
tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia no.
362 /Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan tatacara
Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha

Peternakan .

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Hal-hal yang berkaitan dengan Perikatan diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku IlI. Adapun
definisi Perikatan dalam Badrulzaman (1994:3) adalah "Hubungan
yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam
harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan
pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu’. Lahirnya perikatan
menurut pasal 1233 KUHPerdata ada dua yaitu karena
persetujuan dan karena Undang-Undang. Perikatan yang lahir
karena Undang-Undang dalam pasal 1352 KUHPerdata disebutkan
dapat timbul dari Undang-Undang saja atau dari Undang-Undang
sebagai perbuatan orang. Untuk perikatan yang lahir dari
Persetujuan atau Overeenkomst diatur dalam bab kedua buku ke
111 KUHPerdata. Overeenkomst sendiri ada yang menterjemahkan
dengan perjanjian dan ada pula yang menterjemahkannya dengan
persetujuan (Satrio,1995:2). Didalam KUHPerdata, Subekti dan
Tjitrosudibio (1992:282) pasal 1313 berbunyi "Suatu Persetujuan
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adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih’.

Beberapa ahli kurang puas dengan ketentuan pasal ini,
dikarenakan terdapat banyak kelemahan-kelemahan, seperti yang
dikemukakan oleh Muhammad (1992:78) yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

4. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Muhammad
(1992:78) merumuskan “Perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan . Disini
ada konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu
walaupun yang melaksanakanadalah satu pihak saja. Dalam
difinisi ini juga disebutkan lapangan harta kekayaan maka ada
batasan-batasan hanya dalam hal harta kekayaan, tidak seperti
dalam pengertian yang ada dalam KUHPerdata yang terlalu luas,
dan bisa menyangkut hal-hal didalam hukum keluarga.

Sistem yang dianut di dalam KUHPerdata yang berkaitan
dengan perjanjian yaitu buku III adalah terbuka, maka
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan
perjanjian dan menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut
dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang,
kesusilaan dan ketertiban umum, adapun pasal-pasal dalam buku
III tersebut hanya sebagai pelengkap jilka para pihak tidak
mengatur sendiri dalam perjanjian tersebut.

Kebebasan didalam membuat perjanjian tersebut tidak lepas
dari syarat-syarat yang menjadi sahnya perjanjian sebagaimana

yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat disini adalah kehendak
pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya, artinya
mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.
Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan
persetujuannya secara bebas, sadar dan bertanggungjawab, tanpa
ada kekhilafan dan tidak ada penipuan, sehingga tidak
mengakibatkan adanya “cacat’ bagi perujudan kehendak tersebut.
Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya secara
tidak bebas, karena ia takut pada kekerasan jasmani ataupun
ancaman, baik yang dilakukan oleh orang yang membuat
perjanjian tersebut maupun dari pihak ketiga untuk kepentingan
pihak yang berkepentingan dengan dibuatnya perjanjian tersebut.
Kekhilafan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan apabila
kekihilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi
pokok persetujuan yaitu error In substanstia dan mengenai
orangnya yaitu error In persona. Penipuan merupakan suatu
alasan untuk pembatalan persetujuan apabila salah satu pihak
menggunakan tipu muslihat atau memberikan keterangan yang
tidak benar dan disertai dengan kelicikan-kelicikan sehingga pihak
lainnya terbujuk untuk membuat perikatan tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah kedua
belah pihak haruslah cakap menurut hukum untuk bertindak
sendiri (Subekti,1994:136). Mengenai kecakapan membuat suatu
perikatan dalam pasal 1329 KUHPerdata setiap orang adalah
cakap untuk membuat perikatan terkecuali bagi mereka yang
disebutkan dalam pasal 1330 yaitu orang-orang yang belum
dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan orang-orang

perempuan yang telah kawin. Kriteria orang-orang yang belum
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dewasa diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu yang berumur
dibawah dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Bagi
yang sudah pernah menikah dan pernikahan tersebut bubar
sebelum berumur dua puluh satu tahun maka tidak kembali
menjadi orang yang belum dewasa. Orang-orang yang diletakkan
dibawah pengampuan adalah orang-orang yang dewasa dan
berada dalam keadaan yang selalu dungu, sakit otak dan boros,
apabila seseorang yang belum dewasa atau yang berada dibawah
pengampuan mengadakan perjanjian, maka yang harus diwakili
oleh orang tua atau wali dan pengampunya. Mengenai ketidak
wenangan bagi orang-orang perempuan yang telah bersuami
untuk melakukan perbuatan hukum, Mahkamah Agung telah
mencabutnya dengan SEMA no.3/1963, yang sebelum tahun 1963
untuk mengadakan perbuatan hukum memerlukan bantuan dari
suaminya.
3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi
dan merupakan obyek dari perjajian tersebut. Tanpa adanya obyek
perjanjian maka perjanjian batal demi hukum. Barang yang
menjadi obyek perjanjian tersebut adalah barang-barang yang
dapat diperdagangkan sedangkan untuk barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat digunakan
sebagai obyek perjanjian. Barang yang menjadi obyek dari
perjanjian ini juga harus ditentukan jenisnya dengan cukup jelas,
sedangkan untuk jumlah dapat ditentukan saat itu juga ataupun
pada kemudian hari asal jumlahnya dapat ditentukan atau
dihitung. Dalam Undang-Undang disebutkan pula barang tersebut

dapat yang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari.
4. Suatu sebab yang halal
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Suatu sebab dikatakan halal menurut KUHPerdata apabila
tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan. jika perjanjian memiliki sebab
yang tidak halal maka perjanjian itu batal demi hukum.

Syarat sahnya perjanjian untuk yang pertama dan yang kedua
seperti yang disebutkan diatas merupakan syarat subyektif,
sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat

obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

2.3.2 Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas penting
yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Sistem Terbuka

sistem terbuka ini sering disebut Asas Kebebasan
Berkontrak. Menurut Subekti (1994:127) yaitu :

Buku III KUHPerdata menganut asas Kebebasan, asas ini
dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang
menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara
sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya.

orang bebas membuat perjanjian, dengan siapa membuat
perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian, mengatur sendiri isi
perjanjiannya atau menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang
tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang
dari perjanjian bernama yang diatur oleh Undang-Undang,
asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban umum serta sesuai dengan syarat-syarat sahnya
perjanjian. Akibat dari perjanjian yang sah itu maka berlaku
mengikat sebagaimana Undang-undang bagi yang membuatnya.
2. Bersifat Pelengkap

Karena buku III KUHPerdata ini menganut sistem terbuka
dan bukan merupakan hukum keras atau hukum yang memaksa,
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sehingga ketentuan-ketentuan dalam Buku III tersebut boleh
disingkirkan jika para pihak menghendaki dan hanya sebagai
pelengkap saja jika tidak diatur dalam perjanjian yang telah
disepakati.

3. Bersifat Konsensual )

Artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya
kata sepakat antara pihak-pihak (Muhammad,1992:85). J adi
Perjanjian itu sudah mengikat sejak adanya kata sepakat antara
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, dan memiliki akibat
hukum. Dengan demikian perjanjian dapat secara lisan, hanya
saja untuk kepentingan pembuktian dapat juga dituangkan dalam
bentuk tertulis. Tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan
oleh Undang-Undang dalam bentuk tertentu yaitu harus dibuat
secara tertulis sebagai alat bukti lengkap dan merupakan syarat
adanya perjanjian misalnya untuk perjanjian mendirikan
perseroan terbatas, harus dengan akta notaris (pasal 38 KUHD).

4. Bersifat Obligator

Perjanjian yang dibuat dengan membebankan kewajiban
kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering),
Perjanjian  ini  menurut Muhammad  (1992:85) belum
memindahkan hak milik tetapi baru dalam taraf menimbulkan hak
dan kewajiban saja. Sedangkan hak milik berpindah apabila
diperjanjikan tersendiri dengan perjanjian yang Dbersifat
kebendaan.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

PT. Nusantara Unggasjaya sebagai perusahaan yang
menjalin kemitraan dengan peternak ayam ras pedaging membuat
perjanjian kerjasama dengan beberapa peternakan rakyat ayam

pedaging dibidang perdagangan,sarana produksi, pemeliharaan
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dan pemasaran ayam ras pedaging yang menggunakan perjanjian

tertulis.

Dalam perjanjian tertulis tersebut terdapat hak dan
kewajiban dari kedua belah pihak.

Adapun kewajiban pihak perusahaan adalah:

1. Menyediakan sarana untuk produksi ayam pedaging yaitu bibit
ayam, makanan, obat-obatan serta peralatan.

2. Menyerahkan selisih harga dari hasil penjualan produksi
dengan pinjaman sarana produksi kepada peternak.

Hak dari Perusahaan:

1. Menerima hasil produksi berupa ayam ras pedaging yang hidup
dan sehat untuk dipasarkan (dijual).

2. Mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan tempat
pemeliharaan  ayam pedaging, memberikan petunjuk,
pengarahan dalam melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging
sepanjang  diperlukan untuk menjamin  berhasilnya
pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut.

Kewajiban Peternak:

1. Memelihara serta menggunakan sarana produksi ayam pedaging
dari PT. Nusantara Unggasjayadengan sebaik-baiknya sesuai
dengan arahan yang diberikan oleh perusahaan.

2. Menyediakan kandang-kandang dengan perlengkapannya serta
tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam
tersebut secara atau dalam bentuk dan syarat-syarat yang
memadai menurut penilaian perusahaan.

3. Membayar jumlah pinjaman yang terhutang dengan
mengerahkan seluruh hasil produksinya yang hidup dan sehat,
pada waktu yang telah ditentukan untuk dipasarkan (dijual).
Hak Peternak:

1. Mendapat pinjaman berupa sarana produksi ayam pedaging.
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2. Mendapat selisih harga dari penjualan hasil produksi dengan
pinjaman-pinjaman sarana produksi (tanpa bunga)

2.3.4 Tata Cara dalam Perjanjian Kerjasama tersebut

Seperti apa yang telah diuraikan didalam fakta bahwa
PT.Nusantara Unggasjaya merupakan salah satu devisi dari
perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, yang khusus
untuk menjalin kemitraan dalam bentuk kerjasama didalam
peternakan ayam ras pedaging, adapun yang dimaksud dengan
ternak dalam UU no.6 Tahun 1967 Pasal 1 huruf d adalah

hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat,
perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi
oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil
bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan
hidup manusia.

Maksud dari Peternak dalam huruf e nya “ialah orang atau badan

hukum dan atau buruh peternak, yang mata pencahariannya
sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
Peternak disini ada dua yaitu Perusahaan Peternak dan
Peternakan Rakyat. Sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan
Presiden Republik indonesia no. 22 Tahun 1990 tentang
Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, pasal 4 yaitu

Perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya
ayam ras harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bekerjasama dengan usaha peternakan rakyat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun untuk ayam ras pedaging dan S5
(ima) tahun untuk ayam ras petelur setelah izin usaha
peternakan diterbitkan;

b. Dalam Kkerjasama tersebut bagian produksi usaha
peternakan rakyat lebih besar dari usahanya sendiri
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

c. Menyediakan sarana produksi serta memasarkan hasil
produksi usaha peternakan rakyat sesuai dengan
kesepakatan kerjasama dimaksud dalam huruf a;

d. Memiliki sarana pengolahan / pemotongan ayam;

e. Membantu menyediakan modal kerja dan investasi untuk
usaha kerjasama,
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f. Diselenggarakan dilokasi yang diizinkan pemerintah.
Adapun yang dimaksud dengan peternakan rakyat di dalam

Undang-Undang no. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 9 (2)ialah
peternakan, yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani
disamping usaha pertaniannya’. Lebih lanjut di dalam Surat
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
no.362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata cara
Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan,
dalam lampiran 1 ditentukan bahwa peternakan rakyat untuk
ayam ras pedaging adalah maksimal 15.000 ekor produksi per
siklusnya, sedangkan perusahaan peternakan adalah banyaknya
produksi persiklusnya adalah melebihi dari 15.000 ekor ayam ras
pedaging.

Peternak rakyat yang berkehendak menjalin kerjasama
dengan PT. Nusantara Unggasjaya dan tentunya cakap menurut
hukum bertindak sendiri, dapat datang ke perusahaan yang jika
di Jember di cabangnya yaitu jalan Letjen Suprapto Jember, dan
menyatakan kehendaknya. Jika terjadi suatu kesepakatan antara
mereka untuk menjalin kerjasama di bidang pemeliharaan ayam
ras pedaging tersebut maka mereka menandatangani perjanjian
tertulis tersebut. Adapun syarat-syarat nya bagi peternak yang
akan mejalin kerjasama, harus menyediakan lahan dan kandang
dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan,
mentaati isi dari perjanjian tersebut dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya. Perusahaan menentukan persyaratan untuk
kandang yang harus disediakan oleh peternak yang menjalin
kerjasama dengan perusahaan sebagai berikut:

1. Truk dapat masuk ke lokasi.
2. Penduduk sekitar harus mendukung.

3. Tanah harus membujur dari timur ke barat.
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4. Kandang berbentuk panggung.
5. Luas kandang minimal 30x8m.

Perusahaan memiliki piutang kepada Peternak berupa
barang yaitu bibit, pakan, obat dan atau peralatan dengan besar
nominalnya yang telah ditentukan dalam daftar harga yang telah
disepakati bersama. Peternak memiliki kewajiban untuk
membayar hutangnya tersebut, kewajiban ini dalam Badrulzaman
(1996:9) disebut Schuld, di samping itu ada haftung yaitu
kewajiban dari peternak untuk membiarkan harta kekayaannya
diambil oleh perusahaan sebanyak hutangnya apabila tidak
melunasi hutangnya yang didalam Perjanjian kerjasama ini
disebut jaminan, yang digunakan sebagai jaminan pembayaran
kembali segala hutang atau segala apa yang harus dibayar oleh
peternak. Jaminan tersebut biasanya berbentuk tanah, yang tidak
dalam keadaan dijaminkan dalam bentuk apapun juga dan tidak
dalam keadaan tersangkut dalam suatu perkara. Pihak
perusahaan diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan
tidak akan berakhir karena sebab apapun juga untuk melakukan
penjualan atas barang jaminan tersebut manakala peternak
melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 60 hari
sejak kelalaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama itu.
Sejak awal jaminan tersebut sudah ditentukan dan
diperhitungkan besar nominalnya, dan surat-surat dari jaminan
tersebut diserahkan kepada perusahaan.

Berakhirnya perjanjian telah tertuang didalam pasal 1381
KUHPerdata yaitu karena. . _

.. pAebl

1. Pembayaran
Yang dimaksud dengan pembayaran disini ialah
"pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela,

artinya tidak dengan paksaan atau dengan
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eksekusi (Subekti,1994:152). Jadi pembayaran yang dimaksud
disini bukan hanya identik dengan penyerahan uang tetapi juga
bisa berupa penyerahan barang ataupun melakukan pekerjaan
sesuai dengan isi dari perjanjian yang dibuat.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Pembayaran dengan cara ini dilakukan bila pihak yang
berpiutang tidak suka menerima pembayaran dari pihak yang
memiliki hutang. Barang tersebut didisimpan disuatu tempat atas
tanggungan si berpiutang jika ia menolak untuk dibayar.
Penyimpanan ini dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan
Negeri, dengan diberitahukan kepada si berpiutang.
3. Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang ini adalah suatu perbuatan perjanjian
baru yang menghapus suatu perikatan lama, sambil meletakkan
suatu perikatan baru.
4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal-balik

Jika seseorang yang berpiutang memiliki hutang pada orang
yang berhutang padanya maka dua orang tersebut sama-sama
berhak untuk menagih piutang satu dengan yang lain,maka
hutang tersebut dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang
sama.
5. Pencampuran hutang

Pencampuran hutang ini terjadi pada pencampuran
kekayaan dalam perkawinan, yaitu pihak yang berhutang menikah
dengan pihak yang berpiutang dengan perkawinan percampuran
kekayaan.
6. Pembebasan hutang

Perjanjian akan berakhir jika terdapat suatu perjanjian baru
dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang
dari segala kewajibannya.
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7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Perikatan akan hapus jika barang yang menjadi obyek dari
perjanjian tersebut hapus atau hilang diluar kesalahan dari si
berhutang, atau barang tersebut tidak boleh diperdagangkan
dengan suatu larangan dari pemerintah.
8. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian ini disebabkan karena tidak
dipenuhinya syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal
1320 KUHPerdata, Penuntutan dari pembatalan tersebut dapat
diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut
yang merasa dirugikan.
9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan
10. Lewat waktu.
Buku Il KUHPerdata bersifat terbuka, maka pasal ini merupakan
cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk Undang-Undang yang
tidak bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara lain
untuk menghapus suatu perikatan. Pasal 7 perjanjian kerjasama
tersebut telah menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama ini untuk
waktu yang tidak ditentukan lamanya, tetapi pasal 10
menyebutkan  pihak perusahaan  dapat sewaktu-waktu
menghentikan perjanjian kerjasama tersebut jika peternak tidak
memenuhi kewajiban-kewajiban dengan tepat berdasarkan
perjanjian tersebut, menghentikan aktifitas usahanya sebagai
petani peternak, tidak berhak lagi mengurus harta kekayaannya
sendiri, dan jika meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang
bersedia melanjutkannya, serta jika terjadi perubahan harga
garansi yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk
harga Garansi ini dapat berubah sewaktu-waktu, tetapi

Perusahaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

peternak, sehingga jika peternak tidak dapat menerimanya maka

dapat mengakhiri dari perjanjian tersebut.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusantara
Unggasjaya dengan Peternak Ayam Ras Pedaging

Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan
syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya
kesepakatan, kecakapan yang membuat, suatu hal tertentu dan
sebab yang halal, maka akibatnya adalah akan mengikat sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana
yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya’, hal ini menunjukkan
bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata
perjanjianyang bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak
bernama. Demikian juga dengan perjanjian yang  dibuat oleh
perusahaan dengan peternak, mengikat kedua pihak seperti
halnya dengan undang-undang dan akibatnya kedua pihak harus
melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut
dengan itikad baik yaitu cara menjalankan suatu perjanjian tidak
boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Kerjasama
yang dijalin oleh PT. Nusantara Unggasjaya dengan peternak ayam
tersebut di bidang perdagangan, sarana produksi, pemeliharaan
dan pemasaran ayam pedaging, dimana pihak perusahaan
menyediakan sarana untuk produksi ayam pedaging yaitu bibit
ayam, makanan dan obat-obatan serta jika diperlukan juga
peralatannya.

Pihak perusahaan menyediakan bibit ayam dengan
kuantitas sesuai besarnya kandang yang disediakan oleh
peternak, semakin besar kandang semakin banyak bibit yang

o
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disediakan. Pihak perusahaan juga memberikan pinjaman berupa
peralatan misalnya tempat pakan, tempat minum dan lain-lain.
Banyaknya makanan ternak yang disediakan disesuaikan dengan
kebutuhan ayam, sedangkan jenis makanannya adalah S11 untuk
ayam berumur 1 sampai 21 hari dan S12 untuk ayam berumur 21
hari keatas. Obat-obatan yang diberikan misalnya Vitamin yaitu
lutasol, nopstress,vitamin c, sedangkan antibiotiknya adalah
Oktosin dan Amoksixilin, Vaksin yang diberikan adalah Vaksin
(nd) yaitu nd laksota, nd clone dan Vaksin gumboro untuk
penyakit Aids. ‘

Ayam ras pedaging tersebut akan dipanen pada saat
mencapai umur 35 sampai 40 hari, tetapi jika kondisi pasar bagus
atau ramai maka dapat dipanen pada saat umur 33 hari,
sedangkan untuk ayam yang sakit dan diperkirakan jika tidak
cepat untuk dipanen akan menyebabkan kerugian yang semakin
besar maka pemanenan dapat dilakukan pada saat ayam berumur
minimal 28 hari atau memiliki berat minimal 1 kilogram. Setelah
dipanen maka kandang akan di istirahatkan selama 14 hari
untuk kemudian diisi kembali untuk periode berikutnya. Peternak
sesuai dengan yang telah diperjanjikan tidak boleh menjual hasil
produksinya kepada pihak lain, harus kepada perusahaan.
Perusahaan membeli hasil produksi tersebut sesuai dengan daftar
perhitungan Harga Garansi PIR -Perunggasan yang telah
diperjanjikan bersama atau yang telah disepakati. Sarana
produksi yang disediakan oleh perusahaan tersebut dibayar
langsung dengan cara menyerahkan atau menjual seluruh hasil
produksinya kepada perusahaan berupa ayam pedaging yang
masih hidup dan sehat untuk dipasarkan, dan kemudian dipotong
dengan sarana produksi yang harus dibayar, pembayaran tersebut

tanpa ada bunga. khusus untuk peralatan diberi kelonggaran
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bagi peternak , yaitu dapat dipotong secara bertahap dengan
perhitungan sebagai berikut :
Tabel 1 : Daftar Potongan untuk Pembayaran Kredit Peralatan

Keuntungan Rp/Kg Potongan

160 : Rp. 10,-

170 Rp. 15,-

180 Rp. 20,-

r 190 Rp. 25,-
\ 200 Rp. 30,- dst |

Jika ada kelebihan antara harga pembelian hasil produksi
dengan biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan
akan diserahkan kepada peternak ayam, sedangkan jika terjadi
kekurangan atau masih belum cukup untuk melunasi hutang-
hutang peternak maka menurut pasal 13 perjanjian kerjasama,
peternak wajib melunasinya seketika dan sekaligus tetapi didalam
kenyataan perusahaan tidak meminta pelunasan melainkan diberi
keringanan dengan menjadikan hapus hutang tersebut atau
kreditnya di nolkan, sehingga peternak tidak dibebani hutang yang
belum terlunasi tersebut,sedangkan untuk periode berikutnya
peternak dapat tetap mendapat sarana produksi kembali.

Perusahaan dengan perantara kuasa atau pegawainya setiap
waktu berhak mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan
tempat pemeliharaan ayam ras pedaging, dan berhak memberikan
petunjuk, pengarahan bagi peternak dalam melaksanakan
pemeliharaan ayam tersebut sepanjang diperlukan untuk
menjamin berhasilnya pemeliharaan ayam tersebut. Pengecekan
ini sangat penting demi kesuksesan dalam pemeliharaan ayam
tersebut, terlebih dengan adanya sistem kredit peternak di nolkan
pada akhir periode atau setelah panen maka jika peternak
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mengalami kerugian maka perusahaan akan mengalami kerugian
pula karena peternak tidak perlu lagi membayar hutangnya, untuk
itu pihak perusahaan harus bertambah hati-hati dan secara rutin
melakukan pengecekan demi menghasilkan hasil produksi yang
memuaskan.

Jaminan yang seharusnya diberikan oleh peternak
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 Perjanjian
Kerjasamanya agar sebagai jaminan kembalinya segala hutang
atau segala apa yang harus dibayar oleh peternak, perusahaan
memberikan kelonggaran dengan tidak meminta jaminan pada
kerjasama sarana produksi yang berupa bibit, pakan dan obat-
obatan, sehingga peternak tidak terbebani lagi dengan jaminan
tersebut. tetapi untuk kredit peralatan, jaminan tetap diterapkan
sesuai dengan yang diperjanjikan. Bagi peternak yang meninggal
dunia dapat diteruskan kepada ahli warisnya, jika ada ahli waris
yang akan meneruskannya untuk satu periode, dan untuk
periode-periode berikutnya dapat melakukan ganti nama ke ahli
waris yang bersangkutan.

Untuk pemanenan, pihak perusahaan akan memanen hasil
produksi dengan cara menjualnya kepada para pengepul. Para
pengepul tersebut akan diberikan Surat Perintah Penangkapan
Ayam oleh perusahaan, lalu mereka mengambil langsung ayam
tersebut di kandang sesuai dengan SPPAnya. Pengambilan ayam
tersebut akan tetap diawasi oleh pihak perusahaan dan peternak,
dimana pihak perusahaan akan langsung sebagai petugas
penimbang. Harga yang diberikan oleh perusahaan sudah
ditentukan pada daftar Perhitungan Harga Garansi PIR -
Perunggasan, daftar ini merupakan patokan yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan
pasar.
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Resiko yang ada menurut pasal 5 perjanjian kerjasama ini
ditanggung oleh peternak, tetapi pada kenyataannya resiko yang
terjadi karena diluar kesalahan kedua belah pihak ditanggung oleh
perusahaan, misalnya terjadi banyak kematian ayam dikarenakan
bencana alam atau robohnya kandang diluar kesalahan kedua
belah pihak maka perusahaan yang menanggungnya, begitu juga
bila terjadi berjangkitnya wabah atau penyakit ayam, dengan
ketentuan dalam waktu 12 jam peternak harus segera melaporkan
kepada perusahaan, dalam hal ini untuk kabupaten Jember di
cabang PT. Nusantara Unggasjaya yang ada di Jember. Dengan
adanya pelaporan tersebut maka pihak perusahaan akan segera
mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian atau
kematian yang lebih besar. Untuk ayam yang pertumbuhannya
kurang baik akan disisihkan atau di-Afkir dan agar tidak
merugikan maka dimusnahkan, bagi ayam yang mati atau di Afkir
tersebut pihak perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai
dengan harga bahan baku ditambah dengan VCR (Vit Convention
Ratio) yaitu pakan yang telah dimakan oleh ternak.

Perjanjianyang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak maka didalam perjanjian
itu juga disebutkan tentang penghentian kerjasama, dalam pasal 7
perjanjian berlangsung sepanjang dilaksanakan dengan itikad
baik serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Penghentian kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 10

perjanjian kerjasama seperti yang terlampir.
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3.2 Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama tersebut

Peternak di dalam melaksanakan kewajibannya memelihara
ayam pedaging tersebut ada kalanya mengalami hambatan-
hambatan yang menyebabkan mereka didalam melaksanakan
kewajibannya tersebut akan terganggu dan terkadang
mempengaruhi dari hasil produksi mereka. Adapun hambatan-
hambatan yang ditemui oleh peternak pada pelaksanaan
perjanjian kerjasama ini lebih banyak pada hal-hal yang
berhubungan dengan kualitas dari bibit ayam yang disediakan
oleh perusahaan.

Peternak akan merasa terhambat produksinya jika bibit
ayam yang diberikan kepadanya berkwalitas kurang baik atau
merupakan bibit ayam kelas II. Bibit ayam yang baik adalah bibit
kelas 1 yaitu bibit yang menetas pada hari pertama sedangkan
bibit kelas II adalah bibit yang menetas pada hari berikutnya. Bibit
kelas 11 ini di dalam pertumbuhannya kurang memuaskan jika
dibandingkan dengan bibit yang berkwalitas baik, sehingga
banyak yang harus di-Afkir, karena peternak tidak ingin
memelihara ayam yang pertumbuhannya kurang baik yang
menurut perhitungan jika pertumbuhan kurang baik mereka akan
rugi pakan. Walaupun nantinya peternak akan mendapatkan
kompensasi dari perusahaan terhadap ayam yang di afkir tersebut
sebesar harga bahan baku ditambah dengan pakan yang
dihabiskan oleh ternak, tetapi mereka tetap merasa merugi jika
dibanding dengan memelihara ayam yang kwalitasnya baik
sehingga menghasilkan ayam-ayam dengan bobot yang besar,
sehingga mereka akan mendapat harga yang tinggi sesuai dengan
ketentuan harga yang didasarkan pada bobot dari ayam,

sedangkan untuk ayam yang di-Afkir tersebut, uang kompensasi
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yang diberikan hanyalah sebesar harga bibit beserta pakan yang
diberikan.

Selain dari permasalahan bibit, yang menjadi penghambat
bagi peternak, juga tentang pembayaran kelebihan selisih oleh
perusahaan antara harga penjualan hasil produksi dengan sarana
produksi yang terhutang. Pembayaran tersebut oleh perusahaan
diberikan dalam tempo dua minggu setelah panen, padahal pihak
peternak memerlukan dana secepatnya untuk membayar tenaga
kerja dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk
mempersiakan kandang sehingga siap untuk diisi kembali setelah
istirahat selama 14 hari setelah panen, bagi periode berikutnya.
Permasalahan ini sangat dirasakan bagi peternak-peternak yang
bermodal kecil,sehingga sangat tergantung pada pembayaran
tersebut.

3.3 Cara Penyelesaian yang dapat Ditempuh dalam
Menghadapi Mitra yang Wanprestasi

Perikatan yang lahir dari perjanjian harus memenuhi syarat-
syarat perjanjian, yang salah satunya adalah adanya hal tertentu
atau adanya obyek dari perikatan tersebut. Obyek perikatan ini
adalah Prestasi, dan prestasi tersebut harus tertentu dan paling
tidak dapat ditentukan sehingga debitur dapat melaksanakan
prestasi tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dengan baik
dan benar. Dalam sebuah Perikatan ada kalanya ada pihak yang
tidak menjalankan prestasinya dengan baik dan benar, sehingga di
dalam suatu perjanjian selayaknyalah diperjanjiakan pula suatu
tindakan jika terjadi wanprestasi. “Wanprestasi artinya tidak
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan’
(Muhammad,1992:20). Adapun wujud dari wanprestasi tersebut
menurut Satrio (1993:122) yaitu:
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= Debitur sama sekali tidak berprestasi
» Debitur keliru berprestasi
» Debitur terlambat berprestasi.

Bibit ayam yang disediakan perusahaan sesuai dengan
kapasitas kandang,dan ayam tersebut harus dipelihara dengan
baik oleh peternak sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pihak
perusahaan, yang dilakukan untuk dapatnya menjamin
keberhasilan pemeliharaan ayam pedaging tersebut, karena
dengan meruginya peternak maka perusahaan juga mengalami
kerugian karena peternak tidak dapat melunasi sarana produksi
yang terhutang, padahal pihak perusahaan tidak akan meminta
pelunasan jika hasil produksi tidak mencukupi untuk melunasi
sarana produksi yang terhutang pada periode tersebut.

Perusahaan memberi kebijaksanaan tentang jumlah ayam
mati yang masih dapat ditolerir, yaitu:

1. Untuk minggu pertama sebanyak 2% dari jumlah bibit;

2. minggu kedua 3%,;

3. minggu ketiga 4%;

4. minggu keempat 5%;

5. minggu kelima 6%.

Jika kematian ayam dalam satu periode melebihi dari ketentuan
banyaknya kematian yang dapat ditolerir oleh perusahaan seperti
yang tersebut diatas, maka pihak perusahaan akan menyelidiki
penyebab sampai terjadi banyak kematian tersebut, apabila
dikarenakan pemeliharaannya yang tidak baik maka pihak
perusahaan akan memberi pengarahan bagi peternak bagaimana
cara pemeliharaan yang baik. Apabila banyaknya kematian itu
dikarenakan adanya suatu keadaan diluar kesalahan kedua belah
pihak atau suatu keadaan memaksa seperti wabah atau penyakit,

bencana alam ataupun kecurian maka pihak perusahaan yang
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akan menanggung resikonya. Untuk tingkat kematian yang tinggi
yang dikarenakan terjangkitnya penyakit maka ditentukan dalam
waktu 12 jam pihak peternak harus melaporkan kepada pihak
perusahaan untuk segera dapat dilakukan tindakan-tindakan dari
pihak perusahaan yang diperlukan agar tidak terjadi lebih banyak
lagi kematian. Pihak perusahaan juga akan mengabadikannya
dalam bentuk foto terhadap kematian yang banyak tersebut,
sebagai bukti. Demikian dengan adanya bencana alam yang
mengakibatkan tingginya kematian misalnya robohnya kandang,
atau ayam mengalami stres karena petir dan lain-lain, peternak
harus melaporkannya kepada perusahaan seperti halnya dengan
terjangkitnya wabah penyakit tersebut diatas. Jika peternak
mengalami kecurian, maka perusahaan meminta bukti dari pihak
kepolisian tentang adanya kecurian tersebut, dan menyerahkan
kepada pihak kepolisian untuk mengadakan penyelidikan lebih
lanjut.

Banyaknya kematian ayam yang tidak dikarenakan adanya
bencana alam, kwalitas bibit ataupun hal-hal lain yang tidak
dapat dibuktikan sebagai penyebab yang dapat ditolerir oleh
perusahaan dan menyebabkan terjadinya kerugian maka pihak
perusahaan akan memberikan suatu teguran. Teguran tersebut
berupa panggilan ke kantor yang dalam hal ini kantor cabang di
Jember, dan diberi pengarahan yang sesuai dengan keadaan yang
terjadi. Untuk keadaan wanprestasi ini perusahaan memberikan
kesempatan sebanyak dua kali, sedangkan untuk yang ketiga
kalinya tetap terjadi kerugian maka pihak perusahaan akan
memberikan tindakan penghentian kerjasama tersebut, sesuai
dengan yang tertera di dalam Perjanjian yang dibuat secara

tertulis pada pasal 10 yaitu antara lain ‘menghentikan perjanjian
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kerjasama ini apabila terjadi Pihak kedua tidak memenuhi dengan
tepat kewajiban-kewajibannya

Sebagaimana yang pernah terjadi di sebuah kandang di
daerah Sukowono,Jember, dimana peternak menjalin kerjasama
dengan PT.Nusantara Unggasjaya; setelah kerjasama tersebut
berlangsung peternak mengalami kerugian karena terjadinya
tingkat kematian yang tinggi yaitu kurang lebih 50% dari
banyaknya ayam, yang disinyalir dikarenakan pemeliharaan yang
kurang baik. Kerugian ini juga merugikan bagi pihak perusahaan
karena perusahaan harus membayar kompensasi kepada
peternak. Peternak yang mengalami kerugian tersebut dipanggil ke
kantor untuk dimintai penjelasan tentang penyebab kerugian
tersebut dan diberikan pengarahan, peternak tersebut diberi
kesempatan pada periode berikutnya dengan menerima sarana
produksi kembali, tetapi pada kesempatan ini peternak tetap
mengalami kerugian, dan seperti halnya dengan yang pertama
maka pihak perusahaan melakukan langlah-langkah yang serupa
dan diberi kesempatan kembali untuk tetap menjalin kerjasama
dengan perusahaan. Setelah diberi kesempatan untuk yang kedua
kalinya ini, peternak tetap mengalami kerugian yang serupa yaitu
tingkat kematian yang tinggi maka perusahaan memutuskan

jalinan kerjasama pemeliharaan ayam pedaging tersebut .
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan  uraian-uraian dan penjelasan  yang
dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut PT. Nusantara
Unggasjaya menyediakan sarana produksi ayam ras pedaging
kepada peternak untuk dipelihara dengan baik. Ayam ras
pedaging tersebut akan dipanen dalam umur antara 35 hari
sampai 40 hari dan diserahkan kepada pihak perusahaan
untuk dipasarkan, dengan hasil dari pemasaran ayam tersebut
biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan
dibayar, dari selisih hasil produksi dengan biaya sarana
produksi tersebut diserahkan kepada peternak.

9 Selama ini hambatan yang ditemui oleh peternak adalah mutu
dari bibit yang kwalitasnya kurang baik sehingga menghambat
produksi dan sistem pembayaran yang terlalu lama sehingga
peternak yang modalnya tidak besar merasa terhambat.

3. Bagi Peternak yang Wanprestasi, diberi kesempatan sebanyak
dua kali oleh perusahaan, yaitu bagi peternak yang wanprestasi
untuk pertama kali tetap diberi sarana produksi oleh
Perusahaan, hal ini terulang sampai dua kali, untuk kiranya
peternak dapat memperbaikinya, tetapi jika peternak tetap
tidak dapat memperbaikinya pada kesempatan yang ketiga

maka perusahaan akan mengambil tindakan pemutusan

kerjasama tersebut.

-
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4.2 Saran
Berdasarkan hal-hal yang dapat disimpulkan oleh penyusun
maka, penyusun memberi saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari Perjanjian kerjasama tersebut sebaiknya
dilakukan sesuai dengan isi dari perjanjian jika memang telah
tertera didalam perjanjian, hal ini dilakukan agar demi
keamanan Dberlangsungnya kerjasama tersebut, seperti
misalnya mengenai jaminan yang seharusnya diberikan.

2. Untuk tidak menghambat produksi, maka pihak perusahaan
selayaknya menyediakan bibit yang berkwalitas baik, dan
sistem pembayaran yang dirasa terlalu lama harus diubah
sehingga peternak tidak terbebani dengan dana-dana yang
harus dikelurkannya saat persiapan kandang.

3. Untuk keadaan wanprestasi ini sangat diperlukan tindakan
yang tegas dari perusahaan, jika ada jaminan maka
perusahaan akan merasa terjamin dan bagi hutang peternak
yang tidak terlunasi pada saat panen dalam satu periode
seharusnya dibayar lunas oleh peternak sebagaimana yang

tertera di dalam Perjanjian tertulis kerjasama tersebut.
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Jember, 23 April 2000

Surat Keterangan

Vang bertanda tangan di bavwah ini, Pimpinan PT. Nusantara Unggasiaya cabang
Jembrer, menerangkan bahwa :

Nama ; Enma Dhamayanti

Nim CLO095028

Program : 51

Fakultas © Hukom, Universitas Jember.
Alamat - Bumi Este Muktisari JJ/38 Jember,

Telal wengadakan konsultas, pada Perusahaan kami guna melengkapt poulisan Skripsi
dengan judul: Tinjavan Yuridis tentang Perjanjian Kerjasama antara P'I. Nusantara

Unggagjaya dengan Peternak Ayam di Kabupaten Jember,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan geperluny:.

action Head,

Buno r“:’u( !
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Pada Wari 1Bl :cosssasasa LARZEEL v cvcme= o o5 50 ET= G A
G o isseam uo . telah disepalkati untulk mengadakan perjanjglean

keria sama dalam bidang perdagangan, sarana produksl, pem
dan pemasaran avam pedaging antara kedua belah pihal: yvaeng be

tangan aibawall Ll 5 o mmmeeeeeema e s e S T SR S R S S S e e e
1. N ama : Deh. Darmansyah. _
Al ama G : J1In. Mayiend Sunglono. Rompleks Rarmo Park I Blol-

IIT BY 09, Surabaya
Jabatan : BEranch Manager PT. NUSANTARA UNGGASJAYA.

= Dari dan dalam hal ini bertindalr untulk dan othas rame
0T, NUSANTARA  TIHNGHASIAYA  berkedudulkan di Surabaya, gelanjuinys dl
sebut sebagal PIHARE BERTAMA.-—————m————m e et i e e i e e e

. Woahr oEm A e . R B . R Ny R
Bola o mee kA e S e LA . N N T
Pekerdaan . 1. .. .0.. B B e o 11 =00 K N . VRN
- Dalam hal ini bertihdalk untulk dan atas namanya sendiri, Landub-
nva diselnt’ selagad PIHARBEDUA . ———s——mr o ims e s e oo e

= odahwa FPINHAK PERTAMA merupskan peruseahaan yang menyediakan garana
untuk produlsil avam pedaging, untuk hal tersebubt maka TFTIHAK PERTAHMA
bernakend weacadabkan kerds sams dengen PIHAK KEDUA dslaa el muisPUW,
bibit awam don obhat-obataon vabtuvk aveawn pedegiag . tersehbuat  dosn PLHAL
PERTAMA ahan mewnsearkaa hasil peodaksi aysn pedesglag derel PIHAK KLJJ\
BT EREIAL,. = s o e e e e e e e e e e e e e e e e e e
- Selsajutaya ledoas belsh ’lhd’ eetudu dan eepskat untuk mengadalion

rerdenjisn kerjs sasma  yang diatory dengsn  syvasrst-syaral &ubﬂMﬂL
periknt @ s s e e e e
——————————————————————————————— BOEE LIS e b o v o e e ol i e e

- PIHAK PERTAMA Uteraaniuk PIHAK KEDUA sebsasesl petanl peiernsk untuk
mene libhars  avamn pedaging, vaag ssrans produkeinyvs berupa bibit  aven

dan makanaoays disedishkhasn oleh PIHAK PERTAMA ol Dees  o..... NS s W S
KecamaBar . oo e o e o e e e P NEE e P O e T A e s e
Peminduhaza PIHAK KEDUA gehagsil petani ppfprndk tereebult tidak dapat
disubstitusilian  dialihlan Xepada pdihak lain manapun.,—————-e—mmmmm—ma—

———————————————————————————————— Pootl B olmlens e i sl e gl seasiosin i e asisienss
- PIHAE EEDUA dalam hal dan bentuk apapun Juga selama berlaluny
rerjanjian ini tidak dlperkenanlkan untul memeliharsa ayam atau Mbmuuul

sarana produksi  darl Perusahaan lain, selain daril saransa roduksi
PIHAR PERTAMA LorDobul. =i s o s m i i o sk e i o o o 550 o S i o B &
———————————————————————————————— Pagal 8 ——mmrmer—mm e e e e e e e e

- PIHAK EKEDUJA berkewajiban untul menvedlalkan kandang-kandang berilub
dengan perlenglkapannya serta  tenaga XkerJa vang diperluken unbtuk
pemeliharaan avam pedaging tersebut secara atau dalaem Dbenbtuk dan
gyarat-svarat vang memadail menurut penilaian PIHAI{'PE:"{'I'AMA. ———————————

"
‘
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5 -

» N ' y s y =1 AW
- Penverahan daril saprana produlisl tersebut dilalkul Sk FLHAR
PERTAMA fenaono A1 yempat P THAK KEDUA di DedR .s.smswsssmin® B
Kecamabarl . .0 e iin, | e o Fisn s R TIPS
—————————————————————————————— Paenl 5 o T e e S B I
- Fesiko alzg sarvans prodohkel teresbot beralih kepada PIHAK KEDUA
seijak disersh Lerimakan SHL 0D, prodaksl teregebut oleh PIHAK PRRCAMA
fmpada PIHAK KEDUA cliagac hetentusn grpertl dalam pasal 4 dimtme.=——
i G e e ST e e
- PIHAK PERTAMA dengan perantaraan uasa atau pegawalinya {Lenaga

ahlinya) setlap walktu berhak untul mengadalkan pengecekan, melihat,
menvaksikan tempat pemeliharaan ayam pedaging PIHAK KEDUA dan FIHAKR
PERTAMA perhok menberikan petuaiak, pengarshan pagi PIHAK KEDUA dzlam
me laksanakan pemzliharasn aVal pedadging, pepandang tindakenwtindakan
Lereebul, et pertinbangan PIHAK PERTAMA diperlakan, Canbak wen-

Jamin herhasilovs peme Liharasn a0 BI0 pedaging tereebut. —-=--"TTTTTTTTT
————————————————— i i e R e e S Parﬂal 'T .-__.._..._,...____......._.,_..,_..-.-..._-.-—._..-—----..—-----—
- Perjandian heris Sains ini helah diterina oleh kedas bzlan D b ke
votuk vl vang tidak diteatukan L AIGATLY & terhituang medek
4 = >
Pani@EaE) o - own oo yh .. fan tetAP slsn menglzat wedus belun pihsk

eelama keria SAls ini dilakszoakan dJengsn itikad hbaik gertsn saliog

menganbunghan disatars para pihak, sedanghan penghentian Ferds SRm0A
dapst berahhiy  sabtl den lain sesusl dengan weteatuan pads pasal U

il g ohiigien SECEY L tenney U Jeitghe ~ ASREIAN o e R
s et e R = RS Bapl B sot-Sl GOy BB N s

- Selam vl sl s perdandlan irni PIHAK PERTAMA bereadla menher Lkan
{ Womalih) b berups Sarans prodokel ayamn pedagiog tereebal mpada
PIHAK KLEDUA VanE, dinilai eampal dergan dualahn gebtingEl-
tingginyasselvesar e A SR TR R _ - S o s v
0 i N ARG v e A S R periode denigan

mengingat Lkatentuan—letenbuan sebagail berikub:

a. Pemberian pinjaman beruaa sarana produksi ayan pedaging By 4
dengan Jumlah s o L / Periode tersebutb dapat diambil
PIHAK KEDUA secara T S

]

b. Atas pinjaman Lerupa sarana produlisi ayam pedaging tersebub tidak

dikenalian bunga berupa apapun Jjuga oleh PIHAK FERTAMA. —~=77777 b
~. PIHAK FKEDUA berkeasd Lhan memneliharas sertba T L EOT R AD S AN

procuksli ayam pedaging dari PIHARK PERTAMA dengah czbaik-baiknya
gesual dengan arahan yang diberikan cleh PIHAK PERTAMA kepada PIBEAL
sesisd dogy N S By e )

d. PIRAK KEDUA tidalk diperkenankan, dengan alasan apapun Jugs memindaih
tangankan Sarana produlsl ayam pedaging dari PIHAK PERTAMA epada
B e
. PIHAK KEDUA herkewadiban vabul  Embay s Jumlah pindzman  YenE
terhutang oleh PIHAK KEDUA tersebut dlatas yvaitu dengan menyerahlal
seluruh hasil produlisinya kepada PIHAR PERTAMA berupa syam pedaging

Fal

—

L
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vang hidup dan sehat da waktd vang PTHAK
PERTAMA tclaeb_,. notuk dipssarhasn (diwudl;. —————————————————————————
Selisih harga dardi hasil produksi vang dibell oleh PIHAX PERTAM
dsri PIHAY KEDUA. dengan pindszmsn sacans produkeld olel PIHAK KEuUn
dsri PIHAK PRERTAMA seperabavs mendadil hak PIHAK KEDUS, —eosre=m—omss

&

. Hargs penivalan haeil prodoksi PIHAK KEDUA kepads PIHAK PERTAMA,
dijamia nleh  suaty harvgs dasgar yang disgetuini olsh keduz helah
pihak yaop Lercsotum Jdaslamo lampitan 1. —oommsEsrsss s e s e

v, Bila ‘tevisdi berijangkitavs wabah atau penyakit ayeam, maka e lean
waktu 17 dam PIHAK KEDUA hsrus eegers welaporksn secars tertulils
kepada PINAK PERTAMA,agar PIHAK PERTAMA dengan segera dapat mengamn-
bil tindalan sedini mungkin untul mengurangi kerug zian/kematian yang
1]y IBEMAL . == e e e e e e S T

{. PIHAK KEDUA tidal diperkenanlkan menjual hasil produksinya kepada
pihak  manapun juga, selain PIHAK PERTAMA. kecuall atas 'i;in ter-

tullb dari PIHAK PERTAMA ——~———r———————oms—mmsiie s s e
____________________________________ Pasal g o e e b e e e e Pt v e o e S e 4 bkt
- Apabila terjadd kerusian lebih dapri 1 (satu) Xall rperiode ZPe-

meliharaan. maka PIHAK PERTAMA secara sepihalk dapat menghentixan
pvengiriman sarana produlisi dan menghentikan kerja sama sepertl yang
dimaksud dalam perianiian ini. Dan atas hutang-hutang FIHAK KEDUA pada
PIUAK  PERTAMA wore Limbml horensays haoroe diludasi dalan temnpo | W T8 4

lelbih dari GO Conan pulub) hari sedal ddhentilannya hubungan kerda
AaTS antalin Alrcettvg 1RelEeNYy gl e Wl e e s e i R e e R
e e e e 1 s et i v et TRUCA A B m e = i — i e e g

- ey imporg  dard ketenbuan Pagal 7 diatas  yaltu mengenal Janghka

walttu berlalkunva perjanjiian 1:11. mala PIHAK PERTAMA sewaklu-waklbu
herhak wotul menghentiksn perjaniisn kerjs szmns iodl  apabils tardadl
Hal-hal cebapat oy il s = = o= S s o e o e el ae e s T S e

a. PIHAK KEDUA Fidak mewmsrulii denesn tepat yFWdalde“kPdeﬁbﬂnnyﬂ
berdagsarkan perdandian Ini. ——-——mmmmmm e s e e o e

b. Bilamana PIMAK KEDUA menghentikan aktifitas usahanya sebagal petani

o

peternal pemeliharaan ayam pedaging dart PIHAK PERTAMA. --—-———-—---

. Bilamsna PIHAK KEDUA ticak berhsk lagi mengarue hercts kekayaaﬁnya
sendiri. e e e e e e e i e i o S e e i i o e

d. Bilamana terj
Iz

adi perubahan harga garansi (pada lampiran 1) vyang
tidak disepakat

i wleh leofaYoedaly pihal, e T T T T e

Bilamara PIHAK KEDUA meninggal dunia,kecuali(para) ahll werlsnva
bersedia melanjutkan kerjasama tersebut dan tundulk epada  semua
Letentuan-ltetentuan wang dimaksud dalam perdjandlian ini. —-—————————~—
Dalam hal teriadinya pemberhentian tersebut, maka seluruh Jumlah uang
vang r'il‘)uta—mu, ~la)ly PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, Dberdasarkan

@

perjanjian ini, berikut rerpanjangan-perpanjangannya, tambahan-
tambabannyva atau perubahan-perubahannya jila ada yang ber Tubungan
dengan perdjanjian ini. harus dibayar se =ketlika &an sekaligus lunas.--—-
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—————————————————————————————————————— Fagza
Untuk lebih menjamin pembayaran kembmli segala hutang atau ssgala  api
vang harus dibasyvar oleh PIHAK KEDUA kepada TIHAK PERTAMA bardasarkan
perjanjiian ini atau perubahan-pe vubahann\a, tambahan-tambahannya &atau
perpanjangannva lemudian, maka PIHAK KEDUA dan atau pemberl Jamlinan.

Dengan ini memberikan jaminan kepada FPIHAK PERTAMA, berupa ! —=-=-—=——--
3., e, B S D R - S s S o R D SN S TN Y ey . i
".' --------------------------------------------------------- *» & % v & = - - -

Dan  memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dicabut
kembali dan tidak akan Dberakhir karena sebab apapun Juga untuk
melalkulian penjualan atas barang jaminan tersebut diatas, manakala
PIHAK KEDUA melalailan kewadilban-kewajdibannya kepada PIBAK FPERTAMA.

__________________________________ paeal 12 e e S e N e e 3 o o’ s it o
1. PTIHAR \IDUA dan atau pemberi Jaminan selanjutnya berjanji dan
menjamin  terbadap PIHAR PERTAMA Lahwa barang jaminan tepsebut  belum
pernah <¢an tidal alkan dialihlkan kepada Pihak lain, tidek tersanghkui

dalam suatu perkara. bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan Qija—
minkan  dalam hentuk apapun duga (teprmasuli  pemberian  Jaminan dalam
bentul pemltrian kuasa seperti vang dinyatakan dalam perjanilan  ini)

hepada, pdhal lain selalin darprl pada PIHAN PERTAMA tersebul, ——————=ee—
& SUupab- curea b atas barang jaminan tepsebut bharus diserahlan  kepada
cdan  untul: Jdizimpan oleh PIHAK PERTAMA tersebut selana apa vang masih

terutang oleh PIHAK KEDUA terhadap FIHAK PERTAMA Dberdasarlkan r
Jandian ini  berikub perpanjangannya, tambahan-tambahannya dar atau
perubahannya belum dibawar lunas seluruhnya oleh PIHARK KEDUA, ——we=——=-

————————————————————————————————— Pag il N1 o o i i e e e i i o il == i
illey Aebmbungon dengso pasal 9 dan pasal 1O disbas, maka apabila dalz

Jangka waktu 60 (enam pulah) hari sejak diheabikannyas perjaonjian kevja
sama  ini, PIHAK KEDUA helum jugs melanssi apa vang walilh  dibavernya
kepada, PIHAK FPERTAMA. maka PIHAK FERTAMA berhak untuk menjual barang
._jé‘smlH.‘tI'L vangy diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terssbutb

kepada pihal lain, tanpa suatu ijin / kuasa apapun lagi daril FIHAK
KEDUA. denzon  havgs dan svarst-syarat vang askan dizebapkan seeuaid

Jengan keadaan harga pada waktu itua, gUﬂEl!PQJ\L]GSJ‘1\Ut;ﬂ]ﬁ~hth:ﬂ]b PIHAK
KEDUA pada PIHAK PERETAMA tersehmnh. ——sme e o s e e e e e

2 Selizih card harga penjualan barang jaminan tersebut apatil
telah dilkurangl hutang PIHAK KEDUA Dberdkut biayva-blaya se
dengan penjunlan tersebulb ternvata masih ada kelebibhan, maka kele
tersebult  akan Jdikembalilkan pada PIBAK EEDUA, tanpa FPIHAX
diwadiblan  untuls membavar apapun Jjuga, sedang apabila ternyata hang
bavang Jaminan tersebut masih belum cukup untuk melunasi hutang-hubang
PIHAK KEDUA. maka kelurangan pembayaran tersebut tetap menjadl e
wajiban  dari PIHAK KEDUA unbuk melunasinya, aehgtiha dan sekaligus
lunas.»-——~~-————u———————~~~——-w~~u—"-~-————~4, —————————————————————————
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Hal-hal vang belun diatur atau belun cukup diatur dalam pertandian Inl
akan diatur  Jkemudian oleh kedua belalhh plihal:r secara mugvawarall dan
mufakat, dan hal tersebut merupakan baglan yang tak terpisahkan  dard

perdandian i, semmseess e s e R S S s S S A m ST S

- Tentanp perdanjian inil dengan segala aklbatnya kedua Dbelely  pihal
memilih  tempat kediaman yang wmaun dan tldak berubah dJdi Kepanlteraan
flanpadllan HEERRL - sm e www « Soows s e m e S S e

- Demikian perjanilian kerda sama ini dibuat dan' diterima serta
ditanda tangani kedua belah plhak cditl DI N Ot ¢ ¢ [ e St
pada hari dan tangsgal zeperti tersebut pada babaglan awal prerjanjlan
int dengon dilhindiel oleh saliol—gakal : SEossRELws s e me e T
FTHAK REDUA, j PIBAK DPERLAMA,
( )
Saksl-sakol : ‘ P

Jis

ry
1

)
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(2) Keputusan presiden No. 22

Usaha peternakan Ayam Ras.

Menimbang

Mengingatl

Digital Repository Universitas Jember

Tahun 1990 tentang pembinaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDON ESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1990

TENTANG
PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS”
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
bahwa dalam rangka meningkatakan kesempatan
berusaha, eKspor dan kesejahteraan rakyat.
diperlukan iklim usaha yang dapat mendorong

pengembangan pete

a.

makan ayam ras:

maksud diatas, perlu

b. Bahwa untuk mencapai
ai pembinaan usaha

ditetapkan ketentuan mengen
peternakan ayam ras:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Tahun 1967

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2824):

fomor 12 Tahun 1967 tentang

3.  Undang-undang N g
Pukok-pokok Perkoperasian {LembagaN egara Tahun

1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 2832)

mor 1 Tahun 1967 tentang

4. Undang-undang No
(Lembaga Negara Tahun

Penanaman Modal Asing
1967 Nomor 1, Tambahan Le
1967 Nomor 2818) sebagalm
dengan Undang-undan
(Lembaran Negara Tahun
Lembaran Negara 2943}

mbaran Negara Tahun -
ana telah diubah -
g Nomor 11 Tahun 1970
1970 Nomor 46, Tambzhan

Menetapkan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negerl {Lembaran Negara
“ahun 1968 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan
c:mmnm.r:aubm Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran
Negara Tahun 1970 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2944):

[S4]

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor
90. Tambahan Lemtaran Negara Nomor 3101):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang
Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102):

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS.

Pasal 1

Peternakan ayam ras adalah usaha budidaya ayam ras
petelur dan ayam ras pedaging, tidak termasuk pembibitan.

Pasal 2

Untuk mewujutkan peternakan ayam ras yang maju, eflsien
dan tangguh, Menteri Pertanian mnalakukan bimbinga dan
pembinaan sehingga terjamin kesinambungan usaha sarana
produksl; budldaya, pengolahan dan pernasaran.

255
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Pasal 3

(1} Upaya budidaya ayam ras diutamakan bagl peternakan rakyal bag

!
perorangan. kelompok maupun koperasi.

dilakukan oleh perusahaan

budidaya ayam ras dapat
anaman Modal Dalam Neger

{2) Usaha
an swasla nasional dan Pen

peternak
atikan ketentuan Pasal 4.

(PMDN) dengan memperh

(3) Usaha budidaya ayam ras dapat dilakukan oleh perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMDA) dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan Pasal 4 dan wajib mengekspor sekurang-kurangnya 65%

(enam puluh lima persen) dari hasil produksinya.
Pasal 4.

Perusahan peternakan yang melakukan usaha budidaya ayam ras harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

cternakan rakyat sebagaimana
elambat-lambatnya 3 (tiga) tahun
hun untuk ayam ras peteiur

Bekerjasama denngan usaha p
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) s
untuk ayam ras pedaging dan 5 (lima) ta
setelah izin usaha peternakan diterbitkan:
b. Dalam kerjasama tersebut bagian produksi usaha peternakan rakyal
lebih besar dari usaha sendiri selam

3 (tiga) tahun:

c. Menyediakan sarana produksi se
peternakan rakyat sesuai dengan

dalam huruf a:

kesepakatan kerjasama dimaksu

d.  Memilikl sarana pengolahan/pemotongan ayam;

e. Membantu penyediaan modal kerja dan investasl

kerjasama:

f.  Diselenggarakan dtlokasi yang dizinkan pemerintah.

bat-lambatnya dalam jangka waktu 4

rta memasarkan hasil produksi uszha %
;%

Pasal 5.

Menteri Pertanian mengatur jumlah maksimum usaha budidaya ayam ras
peternakan rakyat dan pelaksanaan kerjasama antara perusahaan
peternakan dengan peternakan rakyat.

Pasal 6.

wn_mrﬂﬂnmmb usaha budidaya ayam ras oleh peternakan rakyat dan
perusahaan peternakan harus memenuhi kete
nt
S o uan tentang pengelolaan
Pasal 7.

Wnﬂmgum:mﬁmvrm: Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 50

ahun 1981 tentan Pembi L i

s naan Usaha Peternakan Ayam dinyatakan tidak
Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan

di Jakarta
28 Mei 1990

Ditetapkan
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

f Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINIE RI

E Kepala Biro Hukum .
untuk usaha &n Perundangan-undangan

_Bambang Kesowo. S.H., LL.M.
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PERHITUNGAN HARGA GARANSI
PIR - PERUNGGASAN

JEMBER
\
A. Harga Bahan Baku
1. DOC. <Anak ayam> = Rp. 2,000/Ekor <Netto>
2. FEED  <Pakan ayam®> 5-11 =Rp. 2.100/Kkg. < Nello
§-12 =Rp. 2,000/Kg. <Nello> :
3 DRUG <Qbat-obatan > = Price List < Net >, JEMBER + PPN 1€ %o
B. Harga Garansi Ayam Besar
Berat Badan <Kg/Ekor= Harga Garansi <Rp./kg.>
1. Lebih Kecil Dari ~ 1.29 =Rp. 5,770.-
2, 1.30 - 1.49 =Rp. §,650.-
3 1.50 - 1.69 =Rp. 3.620.-
4. 1.70 - 189 = Rp. §,590.-
5. Lebih Besar Dant 1,90 =Rp. 3,630.-

Catatan:

I. Harga garansi ini dapat berubah sewaktu - waktu, Jika terjadi perubahan
arga pakan avam dan harga anak ayam

Jika ayam sakit atau kwalitasnya jelek. Maka mn akan melakukan
pemotongan harga garansi < Tergantung kondisi ayamnya >

3. Ketentuan i berlaku mulai DOC. masuk tanggal 01 Mei 2000

2

cee: 2000

Menyetujui

Peternak No - PI-NUSANTARA UNGUAS JAYA
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